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NOMOR: 005/PUTUSAN-M/KIP-JTG/11/2021

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa
kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kedudukan Hukum (legal standing) para
pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus
perkara @ guo, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal/ standing) untuk mengajukan
Permohonan dalam perkara a que, Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
menjadi Termohon dalam perkara @ guo, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian
sengketa informasi telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan
membaca kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 telah diadakan mediasi sengketa
informasi publik dengan nomor register 076/SUIX/2020 secara elektronik di Kantor Komisi
Informasi Provinsi Jawa Tengah JI. Tri Lomba Juang No. 18 Semarang, antara:

Nama :  Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen (LKPK) Jawa
Tengah
Alamat . J1. Peterongan Timur No. 324 B Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh

Nama . Suprayitno

Jabatan . Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Konsultan dan
Perlindungan Konsumen (LKPK) Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
Terhadap

Nama :  Bupati Kendal
Alamat . JL Raya Soekaro-Hatta No. 193 Kendal
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yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Yusuf Akhmadi, S.STP, M.Si, Nur Fuad, SH, MH, Sutadi,
$.Pd, Bekti Retna Mustikasari, S.STP, Chandra Putra, SH, MH dan Rusliana, SH sebagaimana
tercantum dalam Surat Kuasa Bupati Kendal nomor: 180/396/2021 tertanggal 17 Februari 2021

sclanjutnya discbut sebagai TERMOHON,

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi
publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 - Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Salinan mengenai:

1) Salinan Penjabaran Perubahan APBD Kab. Kendal Tahun Anggaran
2017, 2018 dan Tahun anggaran 2019 untuk Urusan Wajib Pelayanan
Dasar Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kendal,

2) Salinan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017, 2018 dan
Tahun Anggaran 2019 untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
pada Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Kab. Kendal,

3) Daftar salinan kontrak pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini
pemakaian (penggunaan) gedung persewaan kantin di sekolah-sekolah
yang berada di bawah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kab.
Kendal Tahun 2018 dan 2019.

Pasal 2 : Bahwa sechubungan permohonan Pemohon sebagaimana pasal | angka 1 dan
angka 2 diatas Termohon bersedia memberikan dokumen yang diminta
Pemohon dengan  mengunduh melalui alamat website Termohon di

ppid.kendalkab.go.id/informasi berkala

Pasal 3 : Berkaitan dengan permohonan Pemohon secbagaimana pasal 1 angka 3
Termohon tidak memiliki dokumen tersebut, namun dalam hal dibutuhkan
Termohon akan menjelaskan kepada pihak Pemohon,

Pasal 4 : Bahwa sehubungan permohonan Pemohon sebagaimana pasal 1 angka | dan
angka 2 diatas Termohon akan mengupload ke  Website
ppid.kendalkab.go.id/informasi berkala, dilakukan selambat-lambatnya 14
hari Kerja sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini

Pasal 5 : Bahwa schubungan permohonan Pemohon scbagaimana pasal 1 angka 1 dan

angka 2 diatas Termohon akan mengupload dokumen sesuai dengan standar
dan nomenklatur dokumen angka 1 dan angka 2
Pasal 6 : Biaya Penggandaan di bebankan kepada Pemohon
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Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dengan secara tertulis pada tanggal 17 Februari
2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Slamet Haryanto, SH, MH selaku Mediator
dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Slamet
Haryanto, SH, MH selaku Mediator;,

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:
“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi
Komisi Informasi”
Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani
penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:
Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana
tertuang dalam kesepakatan a quo.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Majelis Komisioner yaitu
Zainal Abidin, SH, MH, Handoko Agus S, S.Sos selaku Ketua merangkap anggota Slamet
Haryanto, SH, MH dan masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan didampingi
oleh Hidayati Ningsihi, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.
Ketua Majclis,
ttd

Zainal Abidin, 8. Pd, SH, MH

Anggota Majelis Anggota Majelis
ttd ttd
Handoko Agung S, S.Sos Slamet Haryanto, SH, MH
Panitera Pengganti
ttd
Hidayati Ningsih, SH
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Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 003/PUTUSAN-M/KIP-JTG/II/2021 ini sah
sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi
Publik.
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KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
J1. Tri Lomba Juang No. 18 Semarang 50243 Telp. (024) 8411093 Fax. (024) 8411093
Email : ki@kipjateng jatengprov.go.id; kiprovjuteng@yshoo.com website
http://kipjateng.jatengprov. go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17 - 02 —
2021) dalam proses mediasi sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,
dengan sengketa nomor: 076/SV/IX/2020 antara Lembaga Konsultasi dan Perlidungan Konsumen (LKPK)
Jawa Tengah yang diwakili oleh Suprayitno selanjutnya disebut sebagai PEMOHON dengan Bupati
Kendal yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyn Yusuf Akhmadi, S.STP, M.Si, Nur Fuad, SH, MH,
Sutadi, S.Pd, Bekti Rema Mustikasari, S.STP, Chandra Putra, SH, MH dan Rusliana, SH sebagaimana
tercantum dalam surat Kuasa dengan nomor : 180/396/2021 tertanggal 17 Februari 2021 selanjutnya
disebut sebagai TERMOHON, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai
kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai :

1) Salinan Penjabaran Perubahan APBD Kab. Kendal Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun
anggaran 2019 untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Kendal;

2) Salinan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun Anggaran 2019
untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan pada Dinas Pedidikan dan Kebudayaan Kab.
Kendal;

3) Daftar salinan kontrak pemakaian kekayasn dacrah dalam hal ini pemakaian (penggunaan)
godung persewaan kantin di sekolah-sekolah yang berada di bawah Kantor Dinas Pendidikan
dan Kebudayan Kab. Kendal Tahun 2018 dan 2019.

Pasal 2

Bahwa schubungan permohonan Pemohon sebagaimana pasal 1 angka 1 dan angka 2 diatas Termohon
bersedia memberikan dokumen yang diminta Pemohon dengan mengunduh melalui alamat website
Termohon di ppid.kendalkab.go.id/informasi berkala

Pasal 3

Berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagaimana pasal 1 angka 3 Termohon tidak memiliki
dokumen tersebut, namun dalam hal dibutuhkan Termohon akan menjelaskan kepada pihak Pemohon,

Paszal 4
Bahwa sehubungan permohonan Pemohon sebagaimana pasal 1 angka 1 dan angka 2 diatas Termohon
akan mengupload ke Website ppid. kendalkab.go.id/informasi berkala, dilakukan selambat-lambatnya 14
hari Ketja sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini

Pasal 5
Bahwa sehubungan permohonan Pemohon scbagaimana pasal | angka 1 dan angka 2 diatas Termohon
akan mengupload dokumen sesuai dengan standar dan nomenklatur dokumen angka 1 dan angka 2

Pasal 6
Biaya Penggandaan di bebankan kepada Pemohon
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Demikian kescpakatan ini ditandatangani oleh para pihak serta mediator.

Pemohon Termohon
Lembaga Konsultasi & Perlindungan Konsumen a.n Kuasa Bupati Kendal
————-——-—-1 .
(LKPK) Jawa Tengah 1. Wahyu Yusuf Akhmadi,

a..
\E“—_— 2. Sutadi, S.Pd

Suprayitno 3. Bekti Retna Mustikasari, S.STP

4. Chandra Putra, SH, MH

5. Rusliana, SH e,

Mediator,




